BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/ 488 /406.001.3/2019

TENTANG

STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN TAHUN 2019

Menimbang

BUPATI TRENGGALEK,

bahwa berdasarkan surat dari Badan Meteorologi
Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Klas I
Juanda Surabaya Nomor KT. 304/781/KSUB/VI/ 2019
tentang perkiraan kondisi cuaca bulan Juni - Agustus
2019 di Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara
Assesment Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Trenggalek Nomor : 360/73/406.029/2019
diprakirakan masih berpotensi hujan intensitas ringan
hingga lebat yang bersifat sporadis atau tidak merata,
dan pada bulan Juni 2019 memasuki awal musim
kemarau,

bahwa untuk mengantisipasi dampak bencana
kekeringan yang lebih meluas, perlu dilakukan upaya-
upaya penanganan keadaan siaga darurat terkait
dengan situasi  saat ini  sehingga mampu
menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana,
untuk itu perlu segera ditempuh penanganan yang
bersifat cepat, tepat dan terpadu pada masa status
keadaan siaga darurat;

bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Status Siaga Darurat
Bencana Kekeringan di Kabupaten Trenggalek Tahun

2019;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tumur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Jokjakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangn Bencana (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4829);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 23
Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana
(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012
Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Trenggalek Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
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Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek nomor 68);
Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah
Kabupaten Trenggalek tahun 2018 Nomor 9);

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 50)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 12 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Trenggalek Nomor 50 Tahun 2018 tetang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek
Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan Tahun 2019.

Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan Tahun 2019
sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan

Bupati ini berlangsung selama 129 (seratus dua puluh

sembilan) hari terhitung sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai
dengan 31 Oktober 2019.

Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan Tahun 2019
sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan

Bupati ini meliputi :

L

Kecamatan Panggul;
Kecamatan Dongko;
Kecamatan Surubh;
Kecamatan Kampak;

Kecamatan Tugu,



-5-

6 Kecamatan Watulimo;

7 Kecamatan Karangan;
8. Kecamatan Bendungan;
9 Kecamatan Pogalan;

10. Kecamatan Trenggalek;
11 Kecamatan Pule;

12. Kecamatan Munjungan,

13. Kecamatan Durenan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Q’MOCHAMA NUR ARIFIN
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